
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola 

Administrasi Desa Berbasis SDGs 

Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia, memegang peranan krusial 

dalam pembangunan nasional. Dalam konteks global, desa juga menjadi ujung tombak dalam 

mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang 

dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs merupakan agenda pembangunan global 

yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan memastikan semua orang 

hidup dalam damai dan sejahtera pada tahun 2030. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan tata kelola administrasi desa yang baik dan efektif, yang mengedepankan prinsip-prinsip 

good governance. 

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang menekankan pada 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan 

sumber daya. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam tata kelola administrasi desa berbasis SDGs menjadi 

kunci untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya berjalan secara adil dan inklusif, tetapi 

juga berkelanjutan. 

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip good governance 

dapat diterapkan dalam tata kelola administrasi desa, dengan fokus pada pencapaian SDGs. 

Pembahasan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat, 

pengelolaan sumber daya, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. 

1. Konsep Good Governance dan Relevansinya dengan Tata Kelola Desa 

Good governance merupakan konsep yang telah banyak dibahas dalam literatur administrasi publik. 

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), good governance mencakup beberapa 

prinsip utama, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini 

menjadi landasan bagi pengelolaan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

Dalam konteks desa, good governance menjadi sangat relevan karena desa merupakan level 

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance di 

tingkat desa dapat memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan 

akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan semangat SDGs yang menekankan pada pembangunan inklusif 

dan berkelanjutan. 

2. SDGs dan Relevansinya dengan Pembangunan Desa 



SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 ( UNDP ) dan 18 ( Tujuan Nasional ) target yang mencakup 

berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga 

lingkungan hidup. Desa memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut karena 

sebagian besar isu-isu yang diangkat dalam SDGs, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi 

lingkungan, banyak terjadi di tingkat desa. 

Misalnya, tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya. Di Indonesia, 

kemiskinan masih banyak ditemui di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan desa yang 

inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, tujuan ke-11 SDGs 

tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan juga relevan dengan pembangunan desa, karena desa 

merupakan bagian dari komunitas yang perlu dikelola secara berkelanjutan. 

3. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Desa 

3.1. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah salah satu prinsip utama dalam good governance. Partisipasi yang aktif 

dari masyarakat desa dalam proses pembangunan dapat memastikan bahwa program dan kebijakan 

yang diimplementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diwujudkan melalui musyawarah desa. 

Musyawarah desa merupakan forum di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan usulan 

terkait pembangunan desa. Namun, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada musyawarah 

desa. Masyarakat juga dapat terlibat dalam monitoring dan evaluasi program pembangunan desa, 

sehingga dapat memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. 

3.2. Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang menekankan pada keterbukaan informasi dalam proses pengambilan 

keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dalam konteks desa, transparansi dapat diwujudkan melalui 

penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti informasi tentang anggaran desa, 

program pembangunan, dan laporan keuangan. 

Transparansi juga dapat mendorong akuntabilitas pemerintah desa. Dengan adanya informasi yang 

terbuka, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Hal ini dapat 

mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

3.3. Akuntabilitas 



Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan pada pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap 

masyarakat. Pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan 

yang diambil dalam proses pembangunan desa. 

Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja. Pemerintah desa 

harus secara rutin melaporkan hasil kinerjanya kepada masyarakat, baik melalui laporan keuangan 

maupun laporan program. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja 

pemerintah desa melalui forum-forum musyawarah desa. 

3.4. Efisiensi dan Efektivitas 

Efisiensi dan efektivitas adalah prinsip yang menekankan pada penggunaan sumber daya secara 

optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks desa, efisiensi dan efektivitas dapat 

diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang baik. 

Perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif dan berdasarkan data yang akurat. 

Hal ini dapat memastikan bahwa program pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya, seperti dana desa, harus dilakukan secara transparan 

dan akuntabel untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif. 

4. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Good Governance di Desa 

Meskipun prinsip-prinsip good governance memiliki potensi besar untuk meningkatkan tata kelola 

administrasi desa, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut antara 

lain: 

4.1. Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip good governance di desa adalah kapasitas sumber 

daya manusia (SDM). Banyak pemerintah desa yang masih memiliki keterbatasan dalam hal 

pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola administrasi desa secara efektif. 

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan 

pendampingan. Pemerintah pusat dan daerah dapat berperan dalam menyediakan pelatihan bagi 

perangkat desa, baik dalam hal administrasi, perencanaan, maupun pengelolaan keuangan. 

4.2. Keterbatasan Infrastruktur 

Keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet dan transportasi, juga menjadi tantangan dalam 

penerapan prinsip good governance di desa. Keterbatasan ini dapat menghambat proses partisipasi 

masyarakat dan transparansi informasi. 



Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur di desa. 

Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk membangun infrastruktur 

yang mendukung tata kelola desa yang baik. 

4.3. Budaya dan Mindset 

Budaya dan mindset masyarakat juga dapat menjadi tantangan dalam penerapan prinsip good 

governance. Di beberapa desa, masih terdapat budaya paternalistik di mana masyarakat cenderung 

pasif dan mengandalkan pemimpin desa untuk mengambil keputusan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk mengubah mindset masyarakat melalui 

pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat perlu disadarkan tentang pentingnya partisipasi aktif dalam 

proses pembangunan desa. 

5. Peluang dan Strategi untuk Meningkatkan Good Governance di Desa 

Meskipun terdapat tantangan, terdapat juga peluang besar untuk meningkatkan good governance di 

desa. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: 

5.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi 

masyarakat. Pemerintah desa dapat memanfaatkan platform digital, seperti website dan media sosial, 

untuk menyebarkan informasi tentang program pembangunan desa. 

Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat. 

Misalnya, pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi mobile untuk mengumpulkan masukan dari 

masyarakat terkait program pembangunan desa. 

5.2. Kolaborasi dengan Stakeholder 

Kolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dan 

sektor swasta, dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Kolaborasi ini dapat dilakukan 

dalam bentuk pendampingan, pelatihan, maupun pendanaan. 

Misalnya, pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam hal 

perencanaan dan pengelolaan keuangan. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam 

pembangunan infrastruktur desa. 

5.3. Penguatan Kelembagaan Desa 



Penguatan kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD), dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas 

pemerintah desa. Kelembagaan ini dapat berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. 

6. Studi Kasus: Penerapan Good Governance dalam Tata Kelola Desa di Indonesia 

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut adalah beberapa studi kasus tentang 

penerapan prinsip good governance dalam tata kelola desa di Indonesia. 

6.1. Desa Ponggok, Klaten 

Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, merupakan contoh desa yang berhasil menerapkan 

prinsip good governance dalam tata kelola administrasi desa. Desa ini dikenal dengan program 

pengembangan wisata air yang berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Kunci keberhasilan Desa Ponggok adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. 

Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, 

sehingga program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, pemerintah desa juga menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang 

anggaran dan program pembangunan desa disebarkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini 

mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah desa. 

6.2. Desa Panggungharjo, Bantul 

Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, juga merupakan contoh desa yang berhasil 

menerapkan prinsip good governance. Desa ini berhasil mengelola dana desa secara efektif untuk 

membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah desa Panggungharjo menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan informasi 

tentang penggunaan dana desa secara terbuka. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan masyarakat 

dalam proses perencanaan dan pengawasan program pembangunan. 

7. Kesimpulan 

Penerapan prinsip good governance dalam tata kelola administrasi desa berbasis SDGs merupakan 

langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan secara inklusif, transparan, dan 

berkelanjutan. Prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan 

efisiensi, dapat menjadi landasan bagi pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 



Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan kapasitas SDM dan 

infrastruktur, terdapat juga peluang besar untuk meningkatkan good governance di desa. Dengan 

memanfaatkan teknologi informasi, melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dan 

memperkuat kelembagaan desa, pemerintah desa dapat mengatasi tantangan tersebut dan mencapai 

tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Studi kasus dari Desa Ponggok dan Desa Panggungharjo menunjukkan bahwa penerapan prinsip good 

governance dapat membawa dampak positif bagi pembangunan desa. Dengan partisipasi aktif 

masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, desa-desa tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Dalam konteks global, desa memiliki peran strategis dalam mencapai SDGs. Oleh karena itu, 

penerapan prinsip good governance dalam tata kelola administrasi desa tidak hanya penting untuk 

pembangunan desa itu sendiri, tetapi juga untuk kontribusi Indonesia dalam mencapai tujuan 

pembangunan global. 
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